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BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR Gg TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 1  ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19  ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1 )J  
dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu 
menetapkan Standar Harga Saluan Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bengkayang tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2 0 2 2 ;  

1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3823); 

2. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15  
Tahun 2 0 1 9  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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5.  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 57) ;  

6. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  tentang 
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015  Nomor 2036) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 1 20  Tahun 2 0 1 8  tcntang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015  Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018  Nomor 157) ;  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Bcrita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 178 1 ) ;  

8.  Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tcntang Standar 
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 658) ;  

9. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bcngkayang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2016  Nomor 11,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 
5);  

10 .  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); 

1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1 1 ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 ) ;  

12 .  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021  tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
Anggaran 2021 {Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 
Nomor 7); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG 
TAHUN ANGGARAN 2022 .  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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2.  Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang. 
3.  Bupati adalah Bupati Bcngkayang. 
4.  Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga pcrwakilan rakyat dacrah yang berkcdudukan scbagai unsur 
penyelcnggara Pemcrintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat APBD 
adalah rcncana keuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. satuan Kcrja Perangkat Daerah yang sclanjutya isingkat sKPD a!""" """" perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mel san an 
Urusan Pemcrintahan daerah. 

7 .  Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat5KD 
adalah unsur penunjang Urusan Pemcrintahan pada Pemerintah Daer yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dacrah. 

8. Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pcjabat pemcgang 
kewcnangan pcnggunaan anggaran untuk mclaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya. 

9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pcjabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 
tu gas dan f ungsi SKPD. 

10.  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bcrtindak scbagai bendahara umum daerah. 

1 1.  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

12.  Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 
13. Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa 

BUD dalam melaksanakan tugas BUD. 
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan 
dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

15 .  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

16.  Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pcjabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD. 

17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APED pada SKPD. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kcrja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan discerahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang- undangan 

20 . Direksi Teknis adalah pejabatyang ditunjuk oleh kepala SKPD yang ditugaskan 
untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan pekerjaan fisik 
dalam satu atau bcberapa kegiatan dari suatu program. 

2 1.  Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa SKPD scbagai bagian dari pcncapaian sasaran terukur pada suatu 
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil atau sumber daya manusia barang modal termasuk 
pcralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semuajenis 
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22. 

23. 

24. 

25. 

sumber daya tersebut, scbagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam 
bentuk barang/jasa. 
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. 

Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya 
yang yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah, 
serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang 
dihitung dengan teliti, ccrmat dan bertanggungjawab. 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan 
Pcmbiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pclaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan standar harga 
satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. 

BAB III 
STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 3 

( 1 )  Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan 
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  terdiri atas: 
a. satuan biaya honorarium dan/atau belanja pcgawai; 
b . satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 
c. satuan biaya pertemuan/rapat di dalam dan di luar kantor; 
d .  satuan biaya sewa, pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan pakaian 

dinas dan hari-hari tertentu; 
e .  satuan biaya belanja pemeliharaan; dan 
f. remunerasi/biaya personil untuk satuan biaya tenaga ahli (profesional). 

(3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  sudah termasuk 
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

( 1 )  Standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai: 
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a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalarn penyusunan 
RKA-SKPD; 

b. referensi dalarn penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 

(3) Dalam pclaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai : 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan 

anggaran kegiatan; dan . _ . . . 
b .  estimasi merupakan prakiraan bcsaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui 

karena kondisi tertcntu, tennasuk karena adanya kcnaikan harga pasar. 

Pasal 5 

( 1 )  Bupati dapat menetapkan standar harga satuan selain yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati ini dengan mcmperhatikan prinsip efisicnsi, efektivitas, 
kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada ketentuan yang 
berlaku dan/ atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan 
memperhatikan prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel selanjutnya 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

( 1 )  Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi 
pemerintahan dacrah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian 
negara/lembaga; 

(2) Ke ten tuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam ncgeri bagi 
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, 
Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap Dan Non Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diatur dan 
tetapkan dengan Pera tu ran Bupati. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 
32 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang 
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 
32 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2021  Nomor 19) ,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 8 

Ketentuan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
ini digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022. 
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Pasal 9 

P e r a t u r a n  B u p n t i  i n i  muln i  bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctinp orang m c n g c t a h u i n y a ,  m c m c ri n t a h k a n  pcngundangan Peraturan Bupati 
in i  dengan penempntnnnya dn lam  Berita  Dacrah K a b u p a t e n  Bengkayang. 

Di tc tapkan d i  Bcngkayang 
pada tanggal 29 oktoer 2021  

KAYANG, 

SEBASTIANUS DARWIS 

D i u n d a n g k a n  di  Bcngkayang 
pada tanggal 2g oktbr 2021  

SEKRETARIS DAERAH, 

OBAJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2 0 2 1  N O M O R  G% 
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